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Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk
terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan
bermanfaat unuk masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantusan
hukum untu masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis.

Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam
rangka mencapai salah satu tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum, Negara
memiliki kewenangan mengatur masyarakatnya terutama dalam bidang penegakan hukum dengan
tujuan terciptanya perlindungan. Perindungan hukum yang dimaksudkan tersebut merupakan
perlindungan hukum yang bermuatan Pancasila dan akan selalu berkaitan dengan hak asasi
manusia yang diharapakan dapat terwujudnya “Negara Indonesia berdasarkan hukum”.

Perlindungan hukum dengan prinsip Pancasila salah satunya adalah memberikan bantuan hukum
terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga
negaranya. Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah
satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah
satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan.

Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan
yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang termaktub
dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip equality before the
law, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin
yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar
diperlihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan
pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan
keadilan (access to law and justice).

Selanjutnya, salah satu asas yang berkaitan dengan bantuan hukum di Indonesia telah dinyatakan
dengan jelas dalam Hukum Acara Pidana positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Penjelasan
Umum Bagian 1 angka (3) huruf (e), ditegaskan asas bantuan hukum bahwa “setiap orang yang
tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata
diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”. Asas bantuan hukum dalam
Hukum Acara Pidana positif Indonesia tersebut merupakan asas memiliki fungsi untuk
memberikan perlindungan kepada kemanusiaan manusia secara seutuhnya baik secara moril,
maupun materiil yang dalam hal ini sering diistilahkan sebagai martabat, atau apa yang disebut
dengan hak-hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan
prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(selanjutanya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut
mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk
memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi
advokat sebagai officium nobile sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan
bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa
memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan
gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung
jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai
perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam
Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan
perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima
bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak
dasar secara layak dan mandiri.

Saat berhadapan dengan hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan pembiayaan
bantuan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali
menjalankan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di tahun 2022. Bantuan ini
disalurkan melalui 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan
akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum ini menunjukkan peran negara dalam
melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di
hadapan hukum. 619 OBH ini berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi
kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sedangkan perkara non
litigasi diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Tujuan utama
program bantuan hukum adalah memberi pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan,
bukan mencari keuntungan.



Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga
negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang
yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan
pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan
demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan
terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah
seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu
terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Pemberian bantan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi
permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan
hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian
bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulithya memperoleh Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena
ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya.
Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan
bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar
pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum
yang akan ditangani.

Selanjutnya juga terdapat problematika terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan
bantuan hukum yang dialokasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat
membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan
perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam
Undang-Undanag Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat
mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan
Perda.



